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Abstract:This research discuss about the implementation of school-based
management in compliance with the standards of education management in SMP
Negeri 1 Pontianak. The research is considered important and interesting to the
researcher remembering that SMP Negeri 1 Pontianak applies zoning system in
accepting the new students, but shows the excesses than the other schools, such as
overall champion of PORSENI for four times in a row. The research aims to know
about: the implementation of MBS seen from transparency, independency,
cooperation, participation, and accountability principles in compliance with the
standards of education management. The research uses the qualitative approach
with the data source from the headmaster as the informant key which is supported
by the other data such as, teachers, administration staffs, student’s parents / school
committee, supervisors, founders, and also the functionary of Education Service
of Pontianak. The data collecting was done by observing, deep interviewing, and
documenting. The data analysis technique is interactive model from Miles and
Huberman. From this research concluded: (1) transparency principle in
compliance with the standards of education management in SMP Negeri 1
Pontianak has been implemented well, program plan and implemented program
exposed to the school community and students’ parents; (2) independence
principle in compliance with the standards of education management in SMP
Negeri 1 Pontianak has been implemented in making curiculum, and also intern
school independent; (3) cooperation principle in compliance with the standards of
education management in SMP Negeri 1 Pontianak consists of cooperation
between teachers in MGMP meeting and cooperation between school and the
third side; (4) participation principle in compliance with the standards of
education management in SMP Negeri 1 Pontianak by developing good
communication with the full of solidarity. By making the teacher easy in
presenting and approving the proposal and can increase the teachers’ participation
in developing the school; (5) accountability principle in compliance with the
standards of education management in SMP Negeri 1 Pontianak is done by
involving the committee and parents to discuss the plan of school programs. The
accountability reports of program are sent to the city education service, and be
copied to school community. School-based management implementation should
be done in every school, and the program plan and also implemented program are
uploaded to school website.
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2Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai implementasi manajemen berbasis
sekolah dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 1
Pontianak. Penelitian ini dianggap penting dan menarik bagi peneliti mengingat
SMP Negeri 1 Pontianak menerapkan sistem zoning dalam penerimaan siswa
baru, namum menunjukkan kelebihan dibandingkan dengan sekolah lainnya,
antara lain sebagai juara umum bidang PORSENI empat tahun berturut-turut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: implementasi manajemen berbasis
sekolah dilihat dari prinsip transparansi, kemandirian, kerjasama, partisipasi, dan
akuntabilitas dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 1
Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yaitu,
kepala sekolah sebagai key informan yang didukung dengan sumber lainnya,
yakni: guru, tata usaha, siswa, orang tua siswa/ komite sekolah, pengawas
pembina, serta pejabat dinas pendidikan Kota Pontianak. Pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik
analisis data melalui model interaktif dari Miles dan Huberman. Dari penelitian
ini disimpulkan: (1) prinsip transparansi dalam pemenuhan standar pengelolaan
pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak terlaksana dengan baik, program yang
telah terlaksana di paparkan kepada seluruh warga sekolah, komite sekolah dan
orang tua siswa; (2) prinsip kemandirian dalam pemenuhan standar pengelolaan
pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak, terlaksana antara lain dalam pembuatan
kurikulum, rencana kerja sekolah, serta musyawarah guru mata pelajaran intern
sekolah; (3) prinsip kerjasama dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan
di SMP Negeri 1 Pontianak meliputi kerjasama antara sesama guru dalam setiap
pertemuan guru di sekolah, kerja sama antara sekolah dengan pihak ketiga; (4)
prinsip partisipasi dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, dengan
membangun komunikasi yang baik dengan penuh keakraban. Dengan
mempermudah guru dalam mengajukan dan menyetujui proposal kegiatan, dapat
meningkatkan partisipasi guru dalam memajukan sekolah; (5) prinsip
akuntabilitas dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, di SMP Negeri 1
Pontianak dilakukan dengan cara melibatkan komite dan orang tua siswa dalam
membahas rencana program sekolah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
program dikirim ke dinas pendidikan kota, dan ditembuskan ke komite sekolah.
Implementasi manajemen berbasis sekolah disarankan dilakukan di setiap
sekolah, program yang telah diaksanakan dimasukkan dalam webside sekolah.
Kata kunci : Manajemen Berbasis Sekolah
PENDAHULUAN
Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan kebijakan
pemerintah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan di
Indonesia, yakni lembaga pendidikan formal, yang telah memenuhi Standar
Nasional Pendidikan (SNP).
SMP Negeri 1 Pontianak, menunjukkan kelebihan dibandingkan dengan
sekolah lainnya. Ini dibuktikan dengan penunjukan sebagai sekolah standar
nasional pada tahun 2008. Disamping itu SMP Negeri 1 Pontianak, empat tahun
berturut-turut menjadi juara umum di bidang PORSENI. Prestasi yang didapat ini
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berbasis sekolah sehingga menjadi sekolah unggul.
Dari data hasil akreditasi, komponen standar pengelolaan pendidikan di
SMP Negeri 1 Pontianak mendapat nilai 100. Hal ini tentu ada keungulan-
keunggulan tertentu, yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tidak semua kepala
sekolah, dapat mendapatkan nilai 100, pada komponen standar pengelolaan. Hal
ini sangat menarik bagi peneliti, karena standar pengelolaan pendidikan, salah
satu komponen standar nasional pendidikan, yang dapat menentukan keberhasilan
dalam pengelolaan sekolah.
Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada:
“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pemenuhan Standar
Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak”. Fokus penelitian tersebut
dapat dikaji melalui pertanyaan penelitian berikut: (1) bagaimana implementasi
MBS dilihat dari prinsip transparansi dalam pemenuhan Standar Pengelolaan
Pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak? (2) bagaimana implementasi MBS dilihat
dari prinsip kemandirian dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Pendidikan di
SMP Negeri 1 Pontianak? (3) bagaimana implementasi MBS dilihat dari prinsip
kerjasama dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 1
Pontianak? (4) bagaimana implementasi MBS dilihat dari prinsip partisipasi
dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak?
(5) bagaimana implementasi MBS dilihat dari prinsip akuntabilitas dalam
pemenuhan Standar Pengelolaan Pendidkan di SMP Negeri 1 Pontianak?
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta secara
obyektif tentang implementasi manajemen berbasis sekolah dalam pemenuhan
Standar Pengeloaan Pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak. Berdasarkan tujuan
umum tersebut dijabarkan ke dalam berbagai tujuan khusus, sebagai berikut: (1)
mengetahui implementasi MBS dilihat dari prinsip transparansi dalam pemenuhan
Standar Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak. (2) mengetahui
implementasi MBS dilihat dari prinsip kemandirian dalam pemenuhan Standar
Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak. (3) mengetahui
implementasi MBS dilihat dari prinsip kerjasama dalam pemenuhan Standar
Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak. (4) mengetahui
implementasi MBS dilihat dari prinsip partisipasi dalam pemenuhan Standar
Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak. (5) mengetahui
implementasi MBS dilihat dari prinsip akuntabilitas dalam pemenuhan Standar
Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak.
Menurut George R.Terry (1977:4), memberi definisi ”managemen is a
distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling,
performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human
beings and other resources.”
Berdasarkan dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu proses kegiatan atau usaha
pencapaian tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Berdasarkan
kajian teori tersebut bahwa proses manajemen adalah suatu kegiatan atau usaha
untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan,
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dapat tercapai.
Menurut Syaiful Sagala (2006:133), manajemen berbasis sekolah diartikan
sebagai model manajemen yang memberikan otonomi atau kemandirian yang
lebih besar kepada sekolah. Model ini juga mendorong pengambilan keputusan
partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai standar
mutu yang berkaitan dengan kebutuhan sarana prasarana, fasilitas sekolah,
peningkatan kualitas kurikulum, dan pertumbuhan jabatan guru. Keputusan
sekolah yang diambil harus melibatkan secara langsung semua warga sekolah,
yaitu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat yang
berhubungan dengan program sekolah.
Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu inovasi dalam sistem
pengelolaan sekolah yang diadopsi dari konsep School-Based Managemen
(SBM). Manajemen berbasis sekolah adalah model sistem pengelolaan sekolah
yang menempatkan sekolah sebagai pusat kegiatann pendidikan yang memiliki
otonomi luas untuk secara mandiri menetapkan visi, misi, tujuan, dan program-
program kerja sekolah dengan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan (Udin Syaifudin Sa’ud, 2005:4).
Manajemen berbasis sekolah sebagai salah satu pola manajemen yang
harus dilaksanakan oleh sekolah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan,
serta Kebijakan Direktorat Pembinaan SMP sejak tahun 2004 sampai sekarang
bahwa semua SMP harus mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah
dalam penyelenggaraan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah mengandung
prinsip: transparansi, kemandirian, kemitraan/ kerjasama, partisipasi, dan
akuntabilitas (Depdiknas, 2010).
Transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan
informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat
dan memadai. Kepala sekolah memiliki kemandirian untuk melakukan yang
terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan
kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan. Untuk
kepentingan tersebut, kepala sekolah harus memiliki sumber daya yang cukup
dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Mulyasa, 2011:91).
Kerjasama merupakan karakteristik yang dituntut oleh profesionalisme
kepala sekolah, karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah.
Budaya kerjasama harus merupakan kebiasaan sehari-hari warga sekolah.
Manajemen berbasis sekolah dapat mendorong profesionalisme guru dan kepala
sekolah. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan
partisipasi orang tua dan masyarakat terutama komite sekolah. Peningkatan
profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah memiliki karakteristik bahwa
partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian kehidupannya.
Semakin besar tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar rasa
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peningkatan dari rasa tanggungjawab untuk memenuhi kepuasan dari pihak lain
sesuai kualitas performa dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung
jawabnya (Syaiful Sagala, 2006:247).
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif. Menurut
Sugiyono (2006:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
dipakai pada kondisi obyek yang alamiah; peneliti merupakan instrumen kunci;
pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball;
teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan); analisis data
bersifat induktif/kualitatif; dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada
generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pontianak yang
merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah pertama di Kota Pontianak.
SMP Negeri 1 Pontianak beralamatkan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo,
Pontianak.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas Komite Sekolah , Kepala
Sekolah, Guru, dan siswa. Berdasarkan tujuan penelitian, teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview (wawancara),
observasi, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi). Adapun
teknik analisis dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua analisis data yakni
selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Analisis selama
pengumpulan data merupakan analisis yang dilakukan peneliti selama
pengumpulan data meliputi (1) peneliti melakukan pemilahan data dan informasi
dengan memusatkan perhatian pada fokus penelitian maupun temuan di luar hal
tersebut; (2) peneliti menyajikan data tersebut dalam ringkasan penelitian yang
merupakan ringkasan catatan lapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi; (3) peneliti membuat simpulan yang bersifat tentatif. Penelitian ini
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen berbasis
sekolah di SMP Negeri 1 Pontianak. Sehingga untuk dapat menggambarkan
keadaan secara lebih rinci dan aktual dari pertanyaan masalah diatas, maka
pendekatan penelitian yang digunakan adalah diskriptif dengan analisis kualitatif.
Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, peneliti dapat menyusun
instrumen tambahan yang berupa panduan wawancara yang diajukan kepada
informan dengan harapan dapat digunakan untuk menjaring data pada sumber data
yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil dokumentasi.
Dalam penelitian ini instrumen yang disusun adalah mengenai prinsip
transparansi, kemandirian, kerja sama, partisipasi, dan akuntabilitas dalam
manajemen berbasis sekolah. Penelitian ini mengambil tempat di SMP Negeri 1
Pontianak dengan objek penelitian adalah difokuskan pada penerapan manajemen
berbasis sekolah. Pemilihan SMP Negeri 1 Pontianak ini didasarkan bahwa
sekolah ini merupakan sekolah Standar Nasional dan merupakan sekolah yang
tertua di Pontianak
Sebagai data utama, merupakan data penelitian yang secara langsung
diperoleh dari informan atau orang yang mempunyai kapasitas dan otoritas dalam
memberikan informasi yang dianggap perlu. Data ini didapatkan melalui
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tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan
setelah selesai di lapangan. Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono,
2011:337) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dalam
pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak dapat
dilaksanakan dengan baik. Program-program sekolah dibuat bersama warga
sekolah. Kepala sekolah menunjuk koordinator-koordinator program. Rencana
program sekolah, beserta rincian dana dibahas dan disampaikan kesemua warga
sekolah termasuk ke orang tua siswa.
Prinsip kemandirian di SMP Negeri 1 Pontianak sudah berjalan dengan
baik. SMP Negeri 1 Pontianak melaksanakan MGMP mandiri, untuk secara
mandiri guru-guru membuat perangkat pembelajarannya. Dalam MGMP mandiri
juga ada materi peningkatan mutu guru antara lain, pembelajaran ICT, power
point, dan membuat blok guru. Dalam menggali sumber dana, SMP Negeri 1
Pontianak menawarkan program-program sekolah kepada pihak ketiga, antara lain
ke Bank, dan alumni.
Prinsip kerjasama yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pontianak sudah
berjalan dengan baik. Kerjasama yang dilakukan di SMP Negeri 1 Pontianak
antara lain: (1) mengadakan kerja sama dengan sekolah lain yang tergabung
dalam MKKS, untuk melaksanakan ulangan umum bersama, (2) dalam
kegiatan keagamaan, panitia kegiatan keagamaan SMP Negeri 1 Pontianak
memanggil penceramah dari luar. (3) SMP Negeri 1 Pontianak juga
bekerjasama dengan komite, dengan orang tua siswa. Prinsip kerjasama antara
sekolah dengan orang tua siswa yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pontianak
berupa pembinaan disiplin anak. Dalam hal ini kepala SMP Negeri 1 Pontianak
menyampaikan kepada orang tua siswa untuk mengawasi putra-putrinya,
karena mereka lebih banyak bersama keluarga, bukan di sekolah. Prinsip
kerjasama di SMP Negeri 1 dilakukan dengan berbagai pihak, antara lain
kerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak. (4) kerjasama dengan pihak
puskesmas dengan melakukan pemeriksaan gigi, dan imunisasi siswa.
Bekerjasama dengan Puskesmas, antara lain: apabila ada siswa yang sakit, dan
tidak dapat ditangani UKS, maka siswa yang sakit tersebut kita antar ke
Puskesmas. Letak Puskesmas sangat dekat dengan sekolah, sehingga dapat
diantar dengan jalan kaki. Dari Puskesmas kadang-kadang meminta ijin untuk
pemeriksaan gigi siswa, ataupun pernah ada pemeriksaan kesehatan guru dan
tata usaha di sekolah. Disamping itu dari Puskesmas atau dinas kesehatan
melakukan penyemprotan di lingkungan sekolah, (5) kerjasama dengan pihak
kepolisian pada waktu pelaksanaan ujian nasional. Aparat kepolisian
dilibatkan menjaga naskah soal dan ikut menjaga pelaksanaan ujian agar dapat
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dalam membentuk disiplin siswa pada waktu pelaksanaan masa orientasi siswa
(MOS). Kerjasama dengan kepolisian sebagai pembina upacara hari senin,
untuk menyampaikan tentang tertib lalu lintas, (6) kerjasama yang dilakukan
dalam pembuatan RKS dan RKAS, dibuat oleh tim sekolah terdiri dari kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan TU dan orang tua siswa, (7)
kerjasama atau kemitraan dengan SMP Badau, (8) bekerja sama dengan
sekolah yang satu rayon. SMP N 1 menjadi ketua sub rayon 4, yang anggota-
anggtanya dari SMP N 5, SMP Bruder, SMP Suster, SMP Bawari, SMP SSA,
SMP Muh.3. Setiap tahun sekolah-sekolah tersebut selalu bekerja sama dalam
pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional, (9) SMP Negeri 1 Pontianak
juga pernah bekerja sama dengan UNTAN. Bekerjasama dengan UNTAN,
berupa pelatihan bahasa Inggris dan pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah.
Penerapan prinsip partisipasi di SMP Negeri 1 Pontianak adalah: (1)
melibatkan warga sekolah dalam setiap kegiatan dan dalam pembuatan laporan
kegiatan, (2) dalam membimbing siswa pada waktu kegiatan ekstrakurikuler,
semua cabang olahraga dan seni ditangani oleh guru, (3) dalam pengelolaan
keuangan tata usaha dan guru di ikutsertakan. Di SMP Negeri 1 Pontianak
bendahara rutin dipegang oleh tata usaha, sedangkan bendahara BOS dipegang
oleh guru, (4) kegiatan bimbingan belajar atau tambahan belajar untuk
menghadapi ujian panitia dan pemberi materi juga melibatkan guru, (5) untuk
pembuatan laporan kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing koordinator
kegiatan, (6) dalam pembuatan visi, dan misi sekolah semua warga sekolah ikut
berpartisipasi. Dengan adanya partisipasi semua guru, SMP Negeri 1 Pontianak
mendapatkan juara umum PORSENI empat tahun berturut-turut.
Upaya kepala sekolah untuk meningkatkan partisipasi warga sekolah,
adalah dengan mempermudah guru untuk mengajukan, dan menyetujui proposal
kegiatan yang telah dibuat oleh guru. Dengan cara seperti ini maka guru akan
mengerjakan tugas-tugasnya secara maksimal. Kunci keberhasilannya adalah
memberi kepercayaan terhadap guru. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak dalam
meningkatkan partisipasi terus dilakukan, dengan memberikan pemahaman,
komunikasi dengan semua warga sekolah dan melibatkan guru dalam setiap
kegiatan sekolah. Membuat pedoman dan tata cara berpartisipasi. Menyediakan
sarana partisipasi, dan melibatkan guru dan tata usaha sesuai dengan relevansinya
dan komptensinya.
Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas program-program yang dibuat
oleh SMP Negeri 1 Pontianak selalu melibatkan komite. Laporan BOS, disamping
dikirim ke dinas kota Pontianak, juga ditembuskan ke komite sekolah. Prinsip
akuntabilitas yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pontianak dengan cara membuat
program sekolah bukan hanya dibuat oleh kepala sekolah, tetapi dibuat bersama-
sama dengan dewan guru di sekolah. Sehingga semua guru mendukung karena
program dibuat bersama. Program menjadi akuntabel, karena dibuat bersama.
Dengan demikian semua warga sekolah bertanggungjawab terhadap program yang
telah dibuat.
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Prinsip transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan
keyakinan masyarakat terhadap sekolah bahwa sekolah adalah organisasi
pelayanan pendidikan yang dapat dipercaya. Hal ini sudah dilaksanakan di SMP
Negeri 1 Pontianak, di setiap tahun pelajaran sekolah memanggil orang tua siswa
untuk mendapatkan sosialisasi program sekolah, dan penggunaan dana yang ada.
Dengan cara transparansi seperti ini, warga masyarakat banyak memasukkan
anaknya sekolah di SMP Negeri 1 Pontianak. Dengan transparansi dalam
pengelolaan pendidikan akan dapat menambah wawasan orang tua siswa dan
masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat
Edward Sallis (2011:86) yang mengatakan bahwa pendidikan adalah tentang
pembelajaran masyarakat.
Dalam melaksanakan program kegiatan di SMP Negeri 1 Pontianak,
kepala sekolah membentuk penanggung jawab dan koordinator kegiatan. Kepala
sekolah menempatkan wakilnya sesuai dengan kemampuan dan yang bisa bekerja.
Dalam membuat program kegiatan sekolah, kepala sekolah selalu melibatkan
orang-orang yang mampu memberi masukan-masukan, dan yang tahu sesuai
dengan bidangnya. Dalam setiap cabang kegiatan ekstrakurikuler sudah ada
koordinator dan pelatih sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Hal ini
sesuai dengan pendapat Warrren Bennis (1997:15) yang mengatakan bahwa
seorang pemimpin atau kepala sekolah harus bisa menciptakan visi yang menarik
dan menempatkan orang-orangnya ke tempat yang memiliki kemampuan untuk
menerjemahkan visi yang telah dibuat menjadi kenyataan.
Dengan adanya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan sekolah,
suasana kekeluargaan, kerjasama dalam melaksanakan program kegiatan sekolah
dapat terjalin harmonis. Suasana kekeluargaan di SMP Negeri 1 Pontianak dapat
dirasakan oleh peneliti pada waktu berada di sekolah, sempat diajak melayat ke
salah satu tata usaha yang sudah pensiun. Walaupun sudah tidak aktif di sekolah
karena sudah pensiun, tetapi kepala sekolah tetap menjaga hubungan
kekeluargaannya. Rasa kekeluargaan juga tercermin pada waktu ada ada acara
syukuran siswa kelas sembilan yang telah selesai menempuh ujian dengan lancar,
kepala sekolah beserta guru dan siswa, bergabung makan bersama, dengan disertai
tausiah dan doa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Patrick Townsend
dan Joan Gebhardt (2008:23) bahwa pemimpin yang selalu memberi pengakuan
keberhasilan kepada bawahannya, selalu bersyukur dengan keberhasilan yang
diraih, dan melakukan perayaan keberhasilan dengan bawahannya, akan
menimbulkan semangat kerja yang baik.
Upaya kepala sekolah dalam menerapkan prinsip transparansi : (1)
menjalin kerjasama yang harmonis dengan semua warga sekolah untuk
menciptakan adanya keterbukaan, dan kekeluargaan, (2) menyusun bersama
rencana pengembangan sekolah. Indikator keberhasilan dengan implementasi
prinsip transparansi, (1) meningkatnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat
kepada sekolah, (2) meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan
sekolah, (3) bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap
penyelenggaraan sekolah, (4) berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan yang
berlaku di sekolah.
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dilaksanakan di sekolah dan diikuti oleh semua guru. Dalam MGMP mandiri
bertujuan untuk meningkatkan mutu guru, guru-guru membuat perangkat
pembelajaran bersama, belajar ICT bersama, pengolahan nilai berbasis digital,
membuat bahan ajar berbasis power point, pembuatan blok guru. Dengan
mengadakan MGMP mandiri diharapkan sekolah guru-guru dapat kreatif dan
inisiatf, adaptif dan proaktif terhadap perubahan, bertanggungjawab terhadap
kinerja sekolah, sehingga ketergantungannya kepada pihak lain menjadi rendah.
Dengn diadakan MGM mandiri oleh sekolah akan menghasilkan sumber daya
manusia atau guru-guru baik. Dalam hal ini seorang kepala sekolah memiliki
kemandirian untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, tidak selalu
menggantungkan pada atasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa
(2011:91), yang mengatakan bahwa kepala sekolah harus memiliki sumber daya
yang cukup dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dengan melaksanakan prinsip kemandirian dalam MGMP, maka sekolah
dapat menghasilkan prestasi yang baik. Prestasi sekolah dengan kemandirian
dapat terlihat dari mutu keluarannya. Mutu keluaran pendidikan dapat dilihat dari
pencapaian prestasi siswa yang terdiri dari prestasi akademik dan prestasi non-
akademik. Strategi yang dapat diterapkan kepala sekolah dalam hal ini, antara
lain: membangkitkan dedikasi guru dengan cara meluruskan niat pengabdian
sebagai sumber daya manusia yang melaksanakan tugasnya secara profesional,
membuat kesepakatan tugas berdasarkan aturan yang disepakati, menanamkan
rasa memiliki pada seluruh warga sekolah terhadap sekolah, melakukan rapat
berkala untuk mengetahui kemajuan, mencari solusi bersama dalam menghadapi
dan memecahkan masalah, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga
tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
Hal-hal yang dapat memandirikan sekolah, dapat juga terwujud dengan
cara kepala sekolah selalu mencari peluang, dengan melibatkan berbagai pihak,
untuk dapat terlaksannya program sekolah, tanpa mengharapkan bantuan dari
pemerintah. Kepala sekolah dapat menawarkan program-program untuk sekolah
kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan di SMP Negeri 1 Pontianak dengan
menawarkan kepada pihak Bank dan alumni, sehingga dapat bantuan sarana
prasarana perpustakaan yang lengkap. Hal seperti ini sesuai pendapat Muchlas
Samani (2010) yang mengatakan bahwa inti dari manajemen berbasis sekolah
adalah pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan semua pihak.
Di SMP Negeri 1 Pontianak, kerjasama sudah berlangsung dengan baik.
Sekolah sudah bekerjasama dengan komite, dengan orang tua siswa, dengan
aparat kepolisian, dan sudah bekerjasama dengan puskesmas. Disamping itu
SMP Negeri 1 Pontianak juga bekerja sama antar sekolah, dan perguruan
tinggi. Kerjasama sekolah dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang
di lakukan SMP Negeri 1 Pontianak sesuai dengan pendapat Paul Hersey dan
Ken Blanchard (1990:3) bahwa manajemen sebagai kerjasama dengan melalui
orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
Kerjasama penting untuk dilakukan karena disadari sepenuhnya bahwa
hasil pendidikan sekolah merupakan hasil kolektif dari unsur-unsur terkait atau
para pemangku kepentingan. Kerjasama yang dapat menghasilkan tim kerja
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yang kompak, dan dinamis merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan
manajemen berbasis sekolah. Di SMP Negeri 1 Pontianak prinsip kerjasama
tidak hanya berlangsung di dalam sekolah, tetapi juga berlanjut di luar sekolah.
Kerjasama terjalin baik dan harmonis. Budaya kerjasama harus merupakan
kebiasaan sehari-hari warga sekolah (Mulyasa, 2011:91).
Mekanisme strategi kepala sekolah dalam membangun komunikasi
kepada berbagai pihak terkait, dilaksanakan dari dalam, yakni kepala sekolah
melakukan komunikasi dengan guru, tata usaha dan warga sekolah lainnya
agar bersama-sama bekerja optimal dalam memberikan layanan pendidikan
kepada siswa. Layanan pendidikan yang telah diberikan dengan optimal
dikomunikasikan kepala sekolah kepada pihak orang tua siswa, dan dinas
pendidikan untuk terus ditingkatkan dalam rangka merespon perubahan yang
terus akan terjadi. Menurut Made Pidarta (2011:13) manajer akan mengajak
mereka bekerjasama, membina mereka, dan memberi kesempatan kreatif, akan
memberi peluang meningkatnya motivasi bawahan.
Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan
keputusan akan mampu meningkatkan rasa kepemilikan, dan kepercayaan
publik terhadap sekolah. Komite sekolah merupakan mitra kerja yang sangat
diperlukan oleh sekolah. Tugas dan fungsi utama komite sekolah dalam
pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di sekolah adalah: (1) memberi
masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan
dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria pendidik
dan tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang
terkait dengan pendidikan; (2) mendorong orangtua siswa dan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pendidikan, (3) menggalang dana masyarakat dalam
rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, (4) mendorong tumbuhnya
perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu tinggi, (5) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
kebijakan/program/penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, (6) melakukan
kerjasama dengan masyarakat, dan (7) menampung dan menganalisis aspirasi,
ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh
masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Tilaar (2008:82), mengatakan
masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya
untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang
terbuka dan demokratik, di mana warga sekolah, guru, siswa, tata usaha dan
masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan
pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi
pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini
dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan, berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa
memiliki” terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan
bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah.
Semakin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki, makin besar
rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab, dan makin besar rasa
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tanggungjawab, makin besar pula dedikasinya. Dengan cara ini maka guru
tersebut akan mengerjakan tugas-tugasnya secara maksimal, bekerja sungguh-
sungguh, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Guru merasa memiliki
sekolah, dan ikut merasa bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan di
sekolah. Hal ini sesuai pendapat Syaiful Sagala (2011:129), yang mengatakan
fokus pemberdayaan guru dimaksudkan untuk meningkatkan otonomi dan
profesionalisme sekolah yang pada gilirannya menjadi kualitas pendidikan.
Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah memiliki
karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian
kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat
partisipasi, makin besar rasa memiliki; dan makin besar rasa tanggungjawabnya.
Menurut Tilaar (2011:28) keterlibatan atau partisipasi rakyat terasa kurang dan
sejalan dengan itu penyelenggaraan pendidikan dasar dirasakan lebih sebagai
kewajiban pemerintah dan bukan sebagai hal dan kewajiban seluruh rakyat,
terutama bagi rakyat yang langsung menikmati pendidikan.
Akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga
sekolahnya, masyarakat dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang
dilakukan secara terbuka. Sedang demokrasi pendidikan adalah kebebasan yang
terlembagakan melalui musyawarah dan mufakat dengan menghargai perbedaan,
hak asasi manusia serta kewajibannya dalam rangka untuk meningkatkan mutu
pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak,
sekolah menfasilitasi guru dan tata usaha dengan prasarana yang cukup, dan
fasilitas yang selalu disiapkan dan didukung sekolah dan komite. Untuk
mempertanggung jawabkan semua kegiatan guru dan tata usaha, sekolah
mengadakan pertemuan dalam MGMP mandiri, untuk selalu mengevaluasi setiap
kegiatan. Hal ini dapat memberikan motivasi dan dedikasi guru dalam
meningkatkan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Made Pidarta yang
mengatakan bahwa tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan yang
memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi tidak akan puas dengan bekerja asala
pekerjaan itu selesai.
Di SMP Negeri 1 Pontianak untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas
program-program yang telah dibuat melibatkan komite dan orang tua siswa.
Laporan pertanggung pelaksanaan program, dengan keuangannya disamping
dikirim ke dinas pendidikan kota Pontianak, juga ditembuskan ke komite sekolah.
Akuntabilitas sampai ke orang tua siswa, dengan menyampaikan program yang
akan dilaksanakan dan program yang sudah dilaksanakan. Penyampaian program
kepada orang tua siswa, dilakukan di awal tahun pelajaran. Orang tua siswa dalam
pertemuan dengan pihak sekolah, diberi kesempatan dan ke bebasan untuk
menanyakan dan menyampaikan pendapatnya tentang paparan yang disampaikan
pihak sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward Sallis (2011:45) yang
mengatakan bahwa kebebasan yang baik harus disesuaikan dengan akuntabilitas
yang baik.
Indikator keberhasilan prinsip akuntabilitas antara lain adalah untuk
meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap sekolah,
tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai terhadap
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan meningkatnya kesesuaian kegiatan-
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kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.
Sekolah lebih bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada
pemerintah dan pemerintah daerah, orangtua peserta didik, dan masyarakat pada
umumnya sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk
melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
Di SMP Negeri 1 Pontianak untuk mencapai sasaran mutu pendidikan, kepala
sekolah menunjuk penanggung jawab program dan koordinator program sesuai
dengan dedikasi dan keahlian guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Made Pidarta
(2011:22), yang mengatakan bahwa akuntabilitas berhubungan erat dengan
dedikasi dan keahlian.
Implementasi manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Pontianak
dengan prinsip transparansi, kemandirian, kerjasama, partisipasi, dan akuntabilitas
dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan berlangsung dengan baik. Hal
ini dibuktikan dengan prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi
akademik dapat dilihat dari hasil ujian nasional 3 (tiga) tahun terakhir mengalami
peningkatan. Tahun pelajaran 2012/ 2011, 2011/ 2012, dan 2012/ 2013 nilai rata-
rata ujian nasional adalah: 5,50; 6,27; dan 6,38. Sedangkan prestasi non akademik
SMP Negeri 1 Pontianak, 4 (empat) tahun berturut-turut mendapatkan juara
umum PORSENI tingkat kota Pontianak.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut: (1) prinsip transparansi dalam pemenuhan standar pengelolaan
pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak terlaksana dengan baik. Sekolah
melibatkan seluruh warga sekolah, dalam membuat rencana program sekolah.
Rencana propram sekolah dan propram yang telah terlaksana di paparkan kepada
seluruh warga sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa, (2) prinsip
kemandirian dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 1
Pontianak, diwujudkan antara lain dalam bentuk kegiatan pembuatan KTSP, RKS
dan RKAS, serta MGMP mandiri intern sekolah. (3) prinsip kerjasama dalam
pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 1 Pontianak meliputi
kerjasama antara sesama guru dalam setiap pertemuan MGMP sekolah, kerja
sama antara sekolah dengan pihak ketiga. Dengan menawarkan program ke pihak
ketiga SMP Negeri 1 Pontianak mendapatkan bantuan sarana prasarana yang
lengkap untuk perpustakaan sekolah. Prisnsip kerjasama di SMP Negeri 1
Pontianak berjalan dengan sangat baik, (4) prinsip partisipasi dalam pemenuhan
standar pengelolaan pendidikan, dilakukan dengan membangun komunikasi yang
baik dengan penuh keakraban. Dengan mempermudah guru dalam mengajukan
dan menyetujui proposal kegiatan, dapat meningkatkan partisipasi guru dalam
memajukan sekolah. Di SMP Negeri 1 Pontianak cara seperti ini diterapkan oleh
kepala sekolah, sehingga guru merasa memiliki sekolah dan ikut
betanggungjawab terhadap kualitas pendidikan di sekolah, (5) prinsip
akuntabilitas dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, di SMP Negeri 1
Pontianak dilakukan dengan cara melibatkan komite dan orang tua siswa dalam
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membahas rencana program sekolah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
program dikirim ke dinas pendidikan kota, dan ditembuskan ke komite sekolah.
Saran-Saran
Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian, ada beberapa hal yang
disarankan sebagai berikut: (1) prinsip transparansi dalam pemenuhan standar
pengelolaan pendidikan di samping rencana program sekolah dipaparkan
keseluruh warga sekolah, komite, dan orang tua siswa dalam pertemuan,
sebaiknya ditempel juga ke papan pengumuman yang mudah dibaca oleh
masyarakat, atau dimasukkan ke webside sekolah, (2) MGMP mandiri intern
sekolah perlu dikembangkan ke sekolah-sekolah lain yang belum melaksanakan,
untuk melaksanakan prinsip kemandirian dalam pemenuhan standar pengelolaan
pendidikan di setiap sekolah, (3) prinsip kerjasama dalam pemenuhan standar
pengelolaan pendidikan, yang sudah berlangsung dengan pihak ketiga, perlu
dikembangkan kerjasama dengan pihak dunia usaha, (4) prinsip partisipasi dalam
pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, dengan membangun komunikasi
yang baik dengan penuh keakraban perlu ditingkatkan lagi terutama kepada
siswa, (5) prinsip akuntabilitas dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan
dapat ditingkatkan dengan cara memuat laporan kegiatan sekolah melalui webside
sekolah.
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